
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
BADAN PUSAT INFORMASI JAGUNG PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,
: a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik

melalui peningkatan kualitas pelayanan puhlik maka perlu pengaturin standar
operasional prosedur (SOP) pada setiap Siatuan Kerja Pemerintah Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Baclan Pusat Informasi Jagung provinsi
Gorontalo;

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25g.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,-Tambalhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4296),

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 i, lomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a43Z); sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g ientang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g44):

4' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 503g),

5' Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2OOO Nomor g
Seri E)"

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Petayinan publik Berbasispartisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEI-AYANAN PUBLIK PADA
BADAN PUSAT INFORMASI JAGUNG PROVINSI GORONTALO

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini,  yang dimaksud dengan :

1' Pelayanan p*11--1d39,1 kegiatan atau rangkaian kegiatan datam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan oagi maiyarakat yang ois"eoiaian oleh penyelenggara perayanan publik2' Penyelenggara. pelayanan publik yang 
.selanjutnya disebut penyelenggara aclalah BadanPusat lnformasi Jagung provinsi Gorontato.

3' Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pemberi Layanan actalah pegawaipada Badan pusat lnformasi .lagung provinsi Coronl"io
4' 

$ffil T#ffffi 
Pelavanan Publik adalah Kepata pada Badan pusat Informasi Jagung

5' Standar operasional Prosedur yang... selanjutnya disingkat sop adalah acuanpenyelenggaraan pelayanan publik yang oilaksanitan oleh penyerenggara dan/atau pemberilayanan untuk memenuhi kebutunan petlyan"n uaji masyarakaupenerima layanan.6' Masyarakat yang selanjutnya disebl-l-"1"-r-" tayanan adatah seturuh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebaqaj orang perseorangan, kelomp"r., r"rirn badan hukumyang berkedudukan sebagai pe-nerima inbnraai peLy"^rn pubtik, baik secara rangsungmaupun t idak langsung

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Pe[9-a!y,rqn sta.ndar operasional prosedur ini adalah standar penyetenggaraanpelayanan publik yang dilaksanakan pad'a Badan pusailnrormasi Jagung provinsi Gorontalo.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud

Pengaturan tentang standar operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagipenerima layanan dalam setiap proses penyelenggaraan pela,yanan publik pacta Badan pusatInformasi Jagung provinsi Gorontalo

Pasal 4
Tujuan

Tujuan pengaturan tentang standar operasionar prosedur ini adalah:
a' terwujudnya prosedur pelayanan yang jelas antara penerima layanan dan pemberi layanandalam penyelenggaraan tugas dan runlsi pemerintJnan daerafr dalam lingkup kerja BadanPusat InformasiJagung prwinsi Gorontalo; ;
b' tenvujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan sebagai lrentuk komitmen dan acuan bagiPenyelenggara.dan pemberi liyanan terhadap penerima ta),anan;c' terciptanya suatu proses pelayanan yang tertib dan memberi kepastian bagi penyelenggara,pemberi layanan dan penerim a layanan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5
l' standar operasional Prosedur sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pelayanan publikpada Badan Pusat Informasi .Jagung ProvinsiGorontalo'sebagaimana Lampiran peraturan

2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat
dari Peraturan ini

(1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
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BAB V
PEMBIAYMN

Pasal 6
Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pad_a Anggaran pendapatan
$:J",ff'H?rl,:iJrn 

provinsi coroni"ro merarui DpA-sKitD Badin p""aijniormasi Jasuns

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa lT
Peraturan Gubernur ini murai berraku pada tanggar ditetapkarr

Agar setiap orang mengetahuinya, mem-erintahkan pengrundangan peraturan Gubernur inioengan penempatannya daram gerita Daerah provinsi Gorontaro

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1O NOMORryl
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